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ABSTRACT

The effectiveness of foreign aid from one party to another until today still raises
a lot of debate. Departing from the concept of foreign aid aimed at promoting
economic development and prosperity of developing countries, both in the long
term and short term, many studies analyzing the distribution of foreign aid to
the effectiveness and efficiency in order to achieve the intended objectives. One
foreign aid given at the time of the country experienced a natural disaster, and
it is experienced by Aceh in 2004 in the event of an earthquake and tsunami. In
connection with this, the author in this paper will analyze the effectiveness of
foreign aid that has been given to the development of Aceh after the 2004 tsunami,
in the timeframe of 2004 to 2010.
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Keefektifan bantuan luar negeri dari satu pihak ke pihak lain hingga saat ini
masih memunculkan banyak perdebatan. Berangkat dari konsep bantuan luar
negeri yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan
kesejahteraan negara — negara berkembang, baik dalam jangka panjang maupun
jangka pendek, banyak kajian - kajian yang menganalisa distribusi bantuan luar
negeri terhadap efektivitas dan efisiensi guna mencapai tujuan yang dimaksud
tersebut. Salah satu pemberian bantuan luar negeri diberikan kepada Aceh di
tahun 2004 dalam peristiwa gempa bumi dan tsunami. Dalam kaitannya dengan
hal tersebut, dalam tulisan ini penulis akan menganalisa keefektifan bantuan
luar negeri yang telah diberikan tersebut terhadap pembangunan Aceh setelah
Tsunami tahun 2004, dalam rentang waktu dari tahun 2004 hingga 2010.

Kata-Kata Kunci: bantuan luar negeri, Aceh, efektivitas, pembangunan
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Bantuan luar negeri atau foreign aid memiliki beberapa definisi
yang berbeda, David Sogge (2002) mendefinisikannya sebagai
bentuk pengiriman komoditas, bantuan teknis, serta arus keuangan
dari satu pihak ke pihak lain, baik dari pemerintah suatu negara
ataupun dari institusi lain. Tujuan dari bantuan luar negeri adalah
promosi pembangunan ekonomi terhadap satu negara dalam
rangka menciptakan kesejahteraan, dan dapat berupa hibah
ataupun pinjaman dalam bentuk teknologi, uang, tenaga manusia,
makanan dan ide. Promosi pembangunan ekonomi dalam hal ini
dapat dilakukan dalam jangka panjang ataupun jangka pendek,
yang mana bantuan untuk pembangunan jangka pendek banyak
dilakukan oleh suatu negara terhadap negara yang mengalami
bencana alam ataupun perang. Sedangkan Carol Lancaster (2007)
mendefinisikan bantuanluar negeri sebagai transfer sukarela sumber
dari satu negara ke negara lain, dan dapat melayani satu atau lebih
fungsi, seperti sebagai bentuk hubungan diplomatik, aliansi militer,
memperluas pengaruh budaya negara pendonor, menyediakan
infrastruktur yang dibutuhkan oleh donor untuk ekstraksi sumber
daya dari negara penerima, atau untuk mendapatkan jenis lain akses
komersial. Bantuan dapat diberikan oleh individu, organisasi swasta,
atau pemerintah. Komite Bantuan Pembangunan dari Organisasi
untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau The Development
Assistance Committee of the Organisation for Economic Co-operation
and Development mendefinisikan bantuan sebagai arus ke negara-
negara berkembang dan lembaga multilateral yang disediakan oleh
lembaga resmi, termasuk pemerintah negara bagian dan lokal, atau
oleh lembaga eksekutif mereka, setiap transaksi yang memenuhi
persyaratan berupa: a) bertujuan promosi pembangunan ekonomi
dan kesejahteraan negara b) dalam bentuk bantuan lunak dan
mengandung hibah unsur minimal 25% (Development Assistance
Committe 2011).

Perdebatan dalam Efektivitas Bantuan Luar Negeri

Meskipun sejumlah besar penelitian bantuan asing dilakukan selama
beberapa dekade terakhir, tidak ada konsensus mengenai apakah
bantuan pembangunan benar-benar mendorong pertumbuhan di
negara-negara penerima. Interaksi kompleks kekuatan politik, dan
ekonomi di negara-negara penerima bantuan mengaburkan analisa
dampak dari bantuan tersebut, dan membuat pemahaman mengenai
efektivitas proyek bantuan luar negeri terpecah.

32 Jurnal Hubungan Internasional o Tahun IX, No.1, Januari - Juni 2016



Reza Akbar Felayati

Beberapa studi menunjukkan bahwa bantuan berdampak pada
pertumbuhan yang tepat, sementara yang lain memberikan bukti
kuat bahwa itu adalah sia-sia, bahkan merugikan pertumbuhan
politik dan ekonomi negara-negara penerima. Roger C. Riddell
(2008) berpendapat bahwa bantuan luar negeri seringkali tidak
efektif karena beberapa faktor; yang pertama adalah inefiensi
birokrasi negara penerima. Bantuan luar negeri yang masuk ke
dalam negara penerima yang memiliki kualitas birokrasi dan
politik yang tidak efisien dan buruk dianggap tidak efektif karena
rentan akan korupsi dan penyelewengan dana, sehingga bantuan
yang sampai di lapangan tidak akan mencukupi bagi mereka yang
membutuhkan. Yang kedua adalah persoalan ketidakcukupan data
di lapangan yang seringkali membuat bantuan yang dikirim tidak
sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga
terkait dengan masalah internal negara tersebut, hal tersebut seperti
yang dikatakan Bauer (1972), bahwa pembangunan ekonomi tidak
lepas dari faktor kultural, sosial, politik, dan personal; sehingga
bantuan luar negeri tidak bisa menjadi satu - satunya sumber
pendanaan pembangunan negara.

Bantuan luar negeri juga dianggap efektif sebagai alat untuk
mengatasi kesenjangan antara negara maju dan berkembang.
Berdasarkan asumsi bahwa negara menjadi miskin karena tidak
memiliki modal yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan,
banyak yang melihat bahwa bantuan dapat membantu negara
berkembang dengan menutup kesenjangan membuat mereka
terjebak dalam poverty trap. Teori Big Push menggambarkan bantuan
sebagai katalis yang diperlukan untuk investasi agar masuk dan
mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pandangan
bantuan yang mungkin paling terkenal dikemas oleh ekonom
Jeffrey Sachs, yang melihat bahwa pengelolaan terhadap bantuan
besar-besaran dan reformasi luas yang bertujuan untuk mengatasi
permasalahan ekonomi dengan cepat dan secara bersamaan
merupakan solusi untuk mencapai kesejahteraan. Sachs (dalam
Riddell 2008) melihat bahwa bantuan luar negeri secara intensif
kepada negara miskin serta negara yang mengalami bencana alam
dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim untuk dunia pada tahun 2025.

Berangkat dari perdebatan tersebut, maka beberapa institusi
dan organisasi mulai membentuk dan mendesain aid effectiveness
indicator atau indikator efektivitas bantuan luar negeri.
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Indikator - indikator tersebut dijadikan acuan dalam melihat
apakah bantuan yang telah diberikan tepat sasaran atau tidak dalam
mencapai tujuannya, yang mana adalah pembangunan jangka
pendek dan jangka panjang. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis
menggunakan indikator efektivitas bantuan luar negeri dari Bank
Dunia yang terdiri dari: persentase penyerapan dan pengalokasian
bantuan resmi negara kepada yang membutuhkan (Bank Dunia
2008).

Bantuan resmi mengacu pada arus bantuan dari donor resmi yang
berasal dari negara-negara maju ke negara-negara dan wilayah
berkembang; keakuratan informasi yang tersedia terkait dengan
bantuan yang dibutuhkan, yang berarti bahwa dengan adanya
penyaluran informasi yang akurat, bantuan yang diberikan
dapat lebih tepat sasaran; kecepatan persebaran dan penyerapan
bantuan luar negeri yang diberikan; diversivitas sumber dana
bantuan, dengan semakin bervariasinya sumber dana bantuan
akan mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber dana
sekaligus memungkinkan pergerakan dana bantuan yang lebih
fleksibel di lapisan masyarakat yang berbeda; dan yang terakhir
adalah koordinasi pihak donor dan pemerintah, adanya koordinasi
dan kerjasama yang baik akan menentukan terserapnya dan
pembangunan yang tepat sasaran (Masyrafah dan Jock 2008).

Digunakannya indikator keefektifan dari Bank Dunia tersebut tidak
lepas dari fakta bahwa Bank Dunia adalah salah satu organisasi
terbesar yang mengatur proyek restrukturisasi Aceh setelah
Tsunami tahun 2004 dengan pemerintah Indonesia, melalui Aceh
Economic Development Financing Facility Project yang merupakan
proyek untuk mempromosikan pemulihan ekonomi pasca-tsunami
dan mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang yang adil
dan berkelanjutan di Aceh yang sejalan kebijakan pembangunan
ekonomi Pemerintah Aceh.

Bantuan Luar Negeri dalam Gempa Bumi dan
Tsunami Aceh 2004

Salah satu bencana yang menjaring banyak bantuan luar negeri
dari berbagai negara di belahan dunia adalah bencana tsunami
yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 silam.
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Korban meninggal yang dipastikan oleh UNOCHA (United Nations
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) mencapai 130.736
jiwa dan lebih dari 500 ribu penduduk kehilangan tempat tinggal.
Total perkiraan kerusakan dan kerugian dari bencana ini bagi
Indonesia sendiri mencapai USD 4,45 miliar atau sekitar Rp 41,4
triliun. Dunia internasional menjanjikan bantuan untuk rekonstruksi
dan pembangunan sebesar US $ 7,2 miliar. Pada akhir 2007, proyek
dan program senilai US $ 6,4 miliar telah dialokasikan oleh 463
organisasi atau 65 persen dari yang total bantuan seluruhnya
(Masyrafah dan Jock 2008). Ekonomi lokal hancur dan banyak
masalah lanjutan yang terjadi, seperti kelangkaan air bersih, serta
timbulnya banyak penyakit seperti tifus, TBC, demam berdarah,
dan infeksi kulit (Jayasuriya dan McCawley 2010). Bantuan luar
negeri pun mengalir dari berbagai negara menuju Indonesia.

Australia menjanjikan US$819,9 juta, Jerman memberikan US$660
juta, Jepang US$500 juta, Kanada US$343 juta, Norwegia dan Belanda
masing-masing US$183 juta, Amerika Serikat mengirim US$350 juta,
dan Bank Dunia memberikan US$250 juta. Italia juga menjanjikan
US$95 juta, kemudian dinaikkan menjadi US$113 juta; $42 juta di
antaranya disumbangkan oleh penduduk Italia menggunakan
sistem SMS, sedangkan World Food Programme (WFP) memberi
bantuan makanan kepada 9000 warga di Aceh dalam satu bulan
(Jayasuriya dan McCawley 2010). Dukungan awal untuk rehabilitasi
mata pencaharian direalisasikan dalam bentuk aset, seperti
perahu kecil dan jaring pancing, serta uang tunai untuk bekerja.

Kebutuhan pemukiman darurat direalisasikan melalui penyediaan
tenda dan barak, serta memulai pembangunan perumahan
permanen (Masyrafah dan Jock 2008). Merujuk pada tabel 1.1 dari
Bank Dunia tahun 2007, sebesar US$6,4 milyar atau sekitar 83 persen
dari total komitmen sudah dialokasikan untuk proyek-proyek
tertentu dan program. sisa komitmen dana US$1,3 miliar belum
dialokasikan oleh para donor dan LSM; Jika melihat tabel tersebut,
dapat dilihat bagaimana dana bantuan yang telah diberikan
oleh luar negeri telah menutupi jumlah minimum yang harus
dipenuhi untuk rekonstruksi Aceh, yang berjumlah US$6.2 milyar.
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Tabel 1.1: Alokasi dana rekonstruksi Aceh setelah Tsunami
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Sumber: Bank Dunia (2007, dalam Masyrafah, H & Jock MJA
McKeon, 2007)

Efektivitas Bantuan Luar Negeri dalam Rekonstruksi Aceh

Permasalahan pertama dalam efektivitas bantuan luar negeri Aceh
terletak pada penyerapan dana bantuan luar negeri yang dianggap
tidak efektif. Joe Leitman, manajer dana internasional Bank Dunia
menyatakan bahwa bantuan luar negeri yang dikirimkan kepada
Indonesia oleh beberapa negara hanya terserap seperdelapan dari
jumlah total yang diperkirakan mencapai US$ 12.8 triliun (Fengler
dan Ihsan 2006). Kendala dalam penyerapan dana juga terjadi
pada dana bantuan Jerman yang dikirimkan ke Indonesia. Pejabat
kementrian Georg Witschel menyatakan bahwa birokrasi yang buruk
dan masalah korupsi membuat dana bantuan dari Jerman banyak
mengalami penyusutan dalam proses penyerapannya (Fengler dan
Ihsan 2006). Penyerapan yang bermasalah tersebut juga tidak lepas
dari kurangnya informasi terhadap bantuan yang dibutuhkan oleh
masyarakat Aceh. Georg Witschel juga mengkritik bahwa banyak
proyek bantuan yang mengabaikan pengetahuan dan pengalaman
masyarakat lokal. Akibatnya, banyak proyek itu yang salah konsep.
Hal itu juga tidak lepas dari beberapa dana sumbangan yang oleh
donornya ditujukan khusus untuk isu-isu tertentu, seperti anak-
anak, sekolah, dan rumah yatim; yang mana ternyata tidak diterima
dengan baik oleh masyarakat korban. Akibatnya, banyak proyek
tidak sesuai dengan kebutuhan penduduk lokal (Phillips dan
Budhiman. 2005).
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Selain itu, bantuan yang dikirim oleh beberapa negara juga tidak
sesuai dengan harapan masyarakat. Bantuan makanan berupa roti
dan kacang merah, serta bantuan untuk anak - anak dalam bentuk
mainan dan boneka dinilai tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan
oleh masyarakat Aceh pada saat itu. Christoplos berargumen bahwa
hal ini dikarenakan keterbatasan informasi tentang Aceh, sehingga
banyak bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran (Christoplos 2006).

Christoplos (2006) juga melihat badan-badan bantuan yang bergerak
lambat dan gagal untuk memenuhi komitmen, serta gagal untuk
memastikan tingkat kualitas yang tinggi dan pembangunan jangka
panjang. Pembangunan yang lambat membuat sebagian besar
korban masih tinggal di tenda-tenda lebih dari satu tahun setelah
bencana. Namun dalam hal diversifikasi bantuan, Aceh memiliki
banyak sumber dana bantuan yang membuat dana bantuan
terhindar dari isu volatilitas dana. Pasokan bantuan yang dijanjikan
lebih stabil di negara-negara teridentifi kasi sebagai memiliki
lembaga-lembaga politik yang lemah dan kebijakan makroekonomi
historis miskin (Dollar dan Levine 2005). Ketika ada sejumlah besar
donor, seperti di Aceh, volatilitas bantuan cenderung lebih rendah.
Sementara upaya diversifikasi rekonstruksi di Aceh sendiri berjalan
dengan lancar dan dapat dilihat dalam tabel 2, yang mana dalam
jangka waktu tiga tahun setelah tsunami, 83 persen atau sekitar US$
6,4 miliar bantuan telah dialokasikan untuk proyek-proyek tertentu.

Tabel 2: Penyebaran dan alokasi dana dari berbagai sumber dana
bantuan
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Sumber: Masyrafah, H & Jock MJA McKeon, 2007
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Dari data tersebut dapat dilihat bagaimana diversifikasi dana
bantuan di Aceh berdampak positif, dan lebih baik dari penyerapan
dana bantuan di negara lain dalam bencana serupa. Menurut
Jayasuriya dan McCawley, Sri Lanka dalam rentang waktu yang
sama baru menerima US$ 17 miliar dari total US$1 triliunyang
dikirim (Jayasuriya dan McCawley (2010). Hal ini tidak lepas dari
peran pemerintah Indonesia yang lebih sigap dalam hal pengaturan
diversifikasi dana bantuan luar negeri.

Koordinasi dalam rekonstruksi Aceh setelah tsunami mendapat
perhatian dari beberapa kalangan, karena dianggap tidak efektif,
lantaran jumlah lembaga atau NGO yang beroperasi di Aceh.
Dengan sekitar 120 lembaga pelaksana program 266 rekonstruksi
perumahan, ada banyak mekanisme yang berbeda, metode dan
pendekatan. Banyak lembaga pelaksana yang memiliki dana namun
tidak memiliki pengalaman, dan diperparah dengan institusi
lokal yang disfungsional serta masalah tenaga kerja dan bahan
yang seringkali mengalami kekurangan dan berkualitas rendah.
Tantangannya lainnya adalah akses ke beberapa daerah yang sulit
dan mahal (Dercon 2008). Koordinasi menjadi penting karena bagi
negara penerima, pemerintahan merupakan pusat sistem koordinasi
yang kuat dengan gambaran lengkap dari proses pengiriman
bantuan. Mengingat skala rekonstruksi Aceh, koordinasi sangat
penting.

Berbagai mekanisme koordinasi didirikan masing-masing dengan
tujuan yang berbeda dan keberhasilan (Cassen, Robert, dan
asosiasi 1993). Sementara telah ada kemajuan luar biasa dalam
mengkoordinasikan dan melaksanakan lebih dari 2.000 proyek di
semua sektor hanya dalam waktu tiga tahun, ada beberapa bukti
dari buruknya koordinasi menyebabkan kesenjangan, duplikasi,
ketidakefisienan, dan akhirnya hubungan yang lemah antara
kebutuhan dan program pemulihan (BRR dan Internasional Partners
2006). Di lapangan juga terdapat indikasi adanya persaingan antara
lembaga, yang menyebabkan keengganan untuk berbagi rencana
dan studi (BRR dan Internasional Partners 2006). Di Aceh, tiga
badan utama menyediakan kerangka koordinasi yang luas untuk
program rekonstruksi tahun 2004.

38 Jurnal Hubungan Internasional o Tahun IX, No.1, Januari - Juni 2016



Reza Akbar Felayati

Pertama, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) menjadi badan
pusat untuk kegiatan pemerintah. Kedua, Multi Donor Fund (MDF)
telah dibuat untuk memungkinkan donor bilateral dan multilateral
untuk mengkoordinasikan dana. MDF juga bertindak sebagai forum
untuk mempertemukan lembaga pendanaan untuk memungkinkan
dialog terbuka. Ketiga, PBB menciptakan United Nations Office of the
Recovery Coordinator (UNODC) terutama untuk mengkoordinasikan
badan-badan PBB dan menyediakan access point untuk BRR dan
PBB (Bakornas 2005). NGO di sisi lain mengumpulkan dana
mereka sendiri, sehingga tidak ada mekanisme yang jelas untuk
mengkoordinasikan kegiatan NGO-NGO tersebut. Selain itu
pemerintah Indonesia juga terbantu oleh proyek revitalisasi
ekonomi dan restrukturisasi setelah Tsunami Aceh melalui proyek
Aceh Economic Development Financing Facility atau EDFF.

Komponen pertama dari proyek ini mendukung kegiatan-kegiatan
khusus yang dirancang untuk mempromosikan pemulihan
ekonomi dan pembangunan melalui mendukung sub-proyek yang
mempengaruhi pembangunanekonomidi Aceh dengan memberikan
kontribusi untuk membangun kembali lingkungan bisnis yang
lebih kompetitif dan mendukung. EDFF mendukung sub-proyek
yang berdasarkan visi pembangunan ekonomi eksplisit dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD,
dalam bidang peningkatan lingkungan bisnis; dukungan sektor
swasta; dan infrastruktur publik. Komponen kedua dari proyek ini
akan mendanai pengelolaan proyek dan pembangunan kapasitas
termasuk konsultasi internasional untuk membantu Pemerintah
Aceh dalam pembentukan dan pengelolaan Unit Manajemen Proyek
atau UMP dan Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal atau
KPDT dalam pelaksanaan proyek di tingkat pemerintah pusat.

Jika ditilik dari indikator keefektifan bantuan luar negeri dari Bank
Dunia, Indonesia telah menunjukkan keefektifannya dalam aspek
koordinasi dan diversifikasi bantuan. Adanya fakta bahwa 83
persen bantuan Aceh telah terserap dan dialokasikan untuk proyek
- proyek spesifik dari tahun 2005, serta pembentukaan koordinasi
di Aceh melalui BRR, MDF dan UNODC dalam hal rekonstruksi
Aceh merupakan bentuk keefektifan penggunaan dana bantuan
luar negeri.
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Namun di sisi lain, tidak terpenuhinya indikator lainnya seperti
penyerapan dana yang tidak maksimal akibat birokrasi dan
instabilitas domestik serta ketidakakuratan informasi di lapangan
membuat keefektifan bantuan luar negeri tersebut juga ikut
berkurang. Adanya permasalahan seperti kurangnya kerjasama
antara NGO akibat informasi yang kurang dan bantuan yang
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal merupakan bukti
kurangnya informasi dari pihak pemerintah terkait kondisi di
lapangan. Masalah sosial seperti korupsi dan birokrasi juga menjadi
isu tersendiri, dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, adanya
kasus bantuan luar negeri yang hanya terserap seperdelapan
dari jumlah total yang diperkirakan mencapai US$ 12.8 triliun
menjadi bukti bahwa perlu ada pembenahan terkait peningkatan
efektivitas bantuan luar negeri untuk kedepannya. Berangkat dari
fakta tersebut, maka yang dapat dilihat adalah dari beberapa poin
indikator keefektifan bantuan luar negeri, bantuan luar negeri
di Aceh telah menunjukkan keefektifannya. Namun, masih ada
poin - poin keefektifan yang masih gagal dicapai karena situasi di
lapangan yang tidak memungkinkan, seperti dalam poin persebaran
informasi terkait bantuan yang dibutuhkan masyarakat.

Kondisi Aceh setelah Tsunami Samudra Hindia tahun 2004

Pembangunan dan rekonstruksi yang dikebut oleh banyak pihak
setelah tsunami tahun 2004 telah membawa banyak perubahan di
Aceh. Pembangunan infrastruktur baru digenjot dan didanai oleh
bantuan luar negeri dan menghasilkan dampak yang signifikan
bagi Aceh. Menurut data BRR, sudah berhasil dibangun lebih dari
140.000 rumah, 1.759 sekolah, 363 jembatan dengan dana bantuan
luar negeri tersebut (Saturi 2014). Sarwo Edhi Wibowo melihat
ketika masa rehabilitasi-rekonstruksi tahun 2005-2008, ratusan ruko
dan gedung dibangun, dan berhasil membangkitkan geliat ekonomi
Aceh. Namun tidak berarti bahwa tidak ada dampak negatif
dari pembangunan-pembangunan tersebut. Sarwo Edhi melihat
pembangunan yang dilakukan menjadi excess built atau melebihi
kebutuhan, dan terbukti dari banyaknya ruko yang kosong,
puluhan hotel yang dibangun dan hanya digunakan untuk acara
pemerintahan. Begitu pula yang terjadi dengan rumah - rumah yang
dibangun oleh NGO dan BRR di masa rekonstruksi dan rehabilitasi,
banyak yang kosong dan tidak ditempati (Saturi 2014).
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KondisilainnyaterlihatdariPDB Acehsepuluh tahunsetelah bencana
tsunami. Angka Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2010 masih Rp
38,01 triliun, lebih kecil daripada PDB di tahun sebelum tsunami,
2003, yang mencapai Rp 44,68 triliun, menunjukkan ekonomi Aceh
belum sepenuhnya pulih. Hal yang serupa juga ditunjukkan oleh
data dari Pemkab Aceh Besar, yang merekam perkembangan nilai
PDRB Aceh dalam lima tahun terakhir secara berturut-turut, sebesar
36.29 triliun rupiah (2005), 36.85 triliun rupiah (2006), 35.98 triliun
rupiah (2007), 34.09 triliun rupiah (2008) dan 32.18 triliun rupiah
(2009) (Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar 2012). Kuntoro
Mangkusubroto sebagai pimpinan BRR yang memimpin proyek
rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh setelah Tsunami membenarkan
dampak negatif tersebut. Mangkusubroto melihat bahwa hingga
akhir tahun 2010, belum ada investasi besar di Aceh yang masuk.

Di sisi lain, terjadi ketidaksinambungan antara rekonstruksi masa
tsunami dengan pembangunan di Aceh. Mangkusubroto melihat
bahwa selama lima tahun setelah tsunami, warga Aceh termanjakan
dengan bantuan luar negeri yang diberikan (Savitri 2014). Kondisi
inipun berlaku di level pemerintah, yang nyatanya tidak berfungsi
sebagai fasilitator. Media asing asal Inggris, The Independent juga
menyoroti isu yang sama terkait keefektifan bantuan luar negeri,
yang mana hingga tahun 2010, pembangunan Aceh dinilai masih tak
merata, terlepas dari dana bantuan miliaran dolar yang dikeluarkan
Inggris untuk rehabilitasi Aceh. The Independent menilai Banda Aceh
menjadi daerah yang dianggap lambat dalam membangun kembali
usai tragedi tsunami. Direktur United Nations Development
Programme Indonesia, Beate Trankmann, mengatakan Banda Aceh
menjadi daerah yang hampir tak ada bedanya dengan peristiwa
tsunami saat itu (Priliawito 2014).

Merujuk pada data-data dan informasi terkait kondisi Aceh setelah
Tsunami tahun 2004, dapat dilihat bagaimana bantuan luar negeri
yang digelontorkan memberi dampak yang signifikan, namun
hanya pada tahap awal rekonstruksi. Ketiadaan pengelolaan
yang baik terhadap bantuan-bantuan serta proyek rekonstruksi
dan rehabillitasi dalam jangka panjang malah menimbulkan
dampak negatif di Aceh. Isu - isu seperti instabilitas ekonomi dan
ketidaksinambungan proyek rehabilitasi dan realitas di lapangan
menjadi bukti kurang efektifnya bantuan luar negeri untuk
pembangunan jangka panjang di Aceh.
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Hal ini sekaligus menjadi backlash terhadap teori Big Push. Bantuan
luar negeri yang dikirim ke Aceh sebagai dorongan ekonomi
kenyataannya hanya berlaku untuk melepaskan masyarakat dari
poverty trap jangka pendek, dan dalam realitas jangka panjang
pembangunan ekonomi di Aceh masih tersendat. PDB yang lebih
rendah dari Aceh sebelum tsunami membuktikan kurang efektifnya
pengelolaan bantuan luar negeri di Aceh, sehingga muncul isu - isu
baru dalam pembangunan ekonomi Aceh setelah Tsunami. Farah
Abuzeid (2009) juga menunjukkan bahwa bantuan tidak langsung
merugikan pemerintahan dengan menginduksi peningkatan
ukuran sektor pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan
peluang untuk korupsi. Bantuan memang meningkatkan konsumsi
pemerintah, namun kebanyakan tidak tepat sasaran bagi mereka
yang membutuhkan karena uang yang terbuang pada White
Elephant project, pengadaan fiktif, dan pengeluaran lainnya yang
memberikan kesempatan untuk korupsi, tetapi tidak menghasilkan
dampak untuk mendorong pertumbuhan.

Perbandingan dengan Sri Lanka dalam Rekonstruksi dan
Bantuan Luar Negeri

Dalam melihat efektivitas bantuan luar negeri, perbandingan
penanganan bantuan di negara lain dapat juga menjadi acuan.
Sri Lanka merupakan negara yang juga terkena dampak Tsunami
Samudra Hindia tahun 2004 dan diperkirakan sekitar 35.000 orang
tewas atau hilang, 15.000 luka-luka dan 500.000 mengungsi. Dalam
penanganan bantuan luar negeri, Sri Lanka mendapati pengalaman
yang berbeda. Adanya instabilitas internal berupa konflik sipil,
ditambah dengan skala bencana yang besar membuat pemerintah Sri
Lanka kewalahan. Jika merujuk pada indikator keefektifan bantuan
luar negeri, Sri Lanka memiliki banyak kekurangan daripada
penangangan dana bantuan di Indonesia. Tahun 2005, bantuan
yang dikirim dari ibukota Sri Lanka Colombo ke beberapa wilayah
di Sri Lanka ternyata tidak memiliki petunjuk distribusi sama sekali
(United Nations and the Government of Sri Lanka 2005). Selain
itu, pemerintah Sri Lanka tidak aktif mengelola upaya bantuan,
dan membuat personel dan sumber daya mengalami ketimpangan
distribusi. Di sisi lain, ada beberapa kesamaan antara Sri Lanka

dan Indonesia dalam hal bantuan luar negeri yang didistribusikan
melalui NGO.
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Salahsatukelemahan daribantuan NGO dan organisasikemanusiaan
yang berbeda adalah menciptakan persaingan yang tinggi antar NGO
dan menghambat efektivitas bantuan, karena saling mengklaim
bertanggung jawab atas proyek - proyek rehabilitasi (Fernando dan
Hilhorst 2006). Isu lain yang diangkat oleh banyaknya responden
adalah prevalensi NGO kecil dengan sedikit pengalaman. Selain
menciptakan kompetisi, NGO tersebut tidak memiliki pengalaman
yang diperlukan untuk menangani besarnya bencana. Dalam
kaitannya dengan koordinasi, Sri Lanka tidak memiliki sistem
distribusi dan organisasi yang terpusat pada pemerintah Sri Lanka.
Kurangnya kapasitas struktural pada bagian dari pemerintah untuk
secara efektif mendistribusikan bantuan, sehingga sistem distribusi
untuk masuknya bantuan kemanusiaan terbukti tidak tepat sasaran.
Selain itu, dari kecepatan waktu penyerapan bantuan yang masuk,
Sri Lanka tidak lebih efektif dari Aceh karena dalam jangka waktu
lima tahun, bantuan yang yang telah dialokasikan ke Sri Lanka
hanya terserap 60 persen (Fernando dan Hilhorst 2006).

Jika membandingkan antara Sri Lanka dan Indonesia, ada beberapa
isu terkait keefektifan bantuan luar negeri yang serupa. Salah satu
yang patut digarisbawahi adalah kerjasama antar NGO di wilayah
bencana. Adanya kompetisi antar NGO, baik di Indonesia maupun
Sri Lanka, tidak lepas dari sistem bantuan luar negeri yang dikirim
dari negara - negara lain. Menurut Jock Stirrat (2006), banyak negara
- negara dan perusahaan yang mengirimkan bantuan melalui NGO
internasional dalam jumlah yang besar, bahkan mencapai jutaan
dolar. Hasilnya adalah NGO tidak lagi sekedar terlibat dalam
kegiatan penyaluran bantuan sejumlah besar uang dan sumber
daya lainnya, tetapi juga menghadapi sejumlah besar stakeholder
yang memiliki rasa ‘kepemilikan” dalam bantuan tersebut dan harus
dapat memasukkan kepentingan stakeholder dalam bantuan tersebut.
Pada saat yang sama ada juga tekanan terhadap NGO yang masuk
untuk menemukan ‘mitra lokal’ dengan siapa dan melalui siapa
mereka bisa bekerja. Banyak NGO besar menyadari bahwa mereka
tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk memulai kegiatan
di Sri Lanka dan menyadari perlunya bekerjasama dengan pihak
lokal yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang diperlukan
(Stirrat 2006).
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Di sisi lain, Indonesia juga terlihat lebih efektif dalam penyebaran
bantuanlurnegerinyajikadilihatdariindikator kecepatan persebaran
dan penyerapan dana bantuan luar negeri. Seperti yang telah ditulis
sebelumnya, Fernando dan Hillhorst mencatat bahwa dalam jangka
waktu lima tahun, bantuan luar negeri di Sri Lanka baru terserap
60 persen dari seluruh bantuan yang dikirim. Sedangkan di Aceh,
dalam jangka waktu tiga tahun, atau di tahun 2007, telah terserap 83
persen dari total seluruh bantuan. Melihat dari fakta tersebut, dapat
dilihat bahwa dari perbandingan penyerapan dana di dua negara
yang berbeda dalam satu bencana yang sama, Indonesia dapat
dikatakan lebih efektif dalam menyerap dan mengalokasikan dana
bantuan luar negeri.

Simpulan

Berdasarkan penjelasan - penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan
bahwa terdapat dua hasil terkait keefektifan bantuan luar negeri
dalam tsunami Aceh dari tahun 2004 hingga 2007. Di satu sisi, masih
banyak masalah yang terjadi dalam persebaran bantuan tersebut,
yang seringkali membuat bantuan menjadi tidak tepat sasaran.
Permasalahan seperti birokrasi, korupsi dan kurangnya informasi
membuat bantuan luar negeri tidak efektif dalam mencapai
tujuannya, yaitu mempromosikan pembangunankepadamasyarkaat
korban bencana tsunami Aceh. Namun di sisi lain, Aceh memiliki
kelebihan di bidang diversifikasi dana bantuan serta koordinasi
antara pemerintah dan pihak swasta dalam hal persebaran bantuan
luar negeri tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan pembentukan
BRR serta adanya sistem koordinasi tiga badan utama (pemerintah,
PBB dan NGO) dalam penyebaran bantuan luar negeri. Hal tersebut
juga menjadi poin plus dalam keefektifan bantuan luar negeri jika
dibandingkan dengan Sri Lanka yang juga mengalami tsunami
yang sama di tahun 2004. Sri Lanka memiliki banyak kekurangan
dalam hal persebaran bantuan akibat instabilitas domestik serta
keterbatasan kapanilitas pemerintah Sri Lanka, yang berdampak
pada ketimpangan penyerapan dana bantuan di masyarakat.

Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam beberapa aspek bantuan luar
negeri yang dikirim ke Aceh terbilang efektif, seperti adanya fakta
bahwa 83 persen bantuan Aceh telah dialokasikan untuk proyek-
proyek spesifik dari tahun 2005.
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Pengiriman bantuan seperti yang dijanjikan didukung oleh
manajemen pemerintah melalui stabiltas ekonomi makro,
mekanisme pendanaan yang dikelola dengan baik, dan bukti yang
jelas bahwa korban bencana mendapatkan manfaat dari bantuan.
Namun di sisi lain, keefektifan bantuan luar negeri di Aceh dapat
lebih ditingkatkan melalui pembuatan sistem informasi yang
komprehensif dalam kaitannya dengan pemberian bantuan luar
negeri. Selain itu, stabilitas pemerintah pusat juga menjadi faktor
penting karena pemerintah memegang peran vital dalam kapabilitas
persebaran bantuan luar negeri. Kebijakan yang sehat dan
manajemen ekonomi yang baik juga merupakan faktor penting dalam
pembangunan jangka panjang daripada bantuan luar negeri untuk
negara-negara berkembang. Catatan menunjukkan, tanpa lembaga
yang baik, bantuan mungkin memiliki dampak merugikan pada
kualitas pemerintahan di negara penerima berkembang. Dengan
tidak adanya lembaga-lembaga ini kuat, upaya bantuan harus
didedikasikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola sebelum
mereka dapat secara efektif ditujukan untuk upaya pembangunan
ekonomi. Mengingat belum adanya metode pendistribusian yang
efektif, aktor global harus setidaknya mengambil segala upaya
untuk tidak membuat kondisi negara - negara berkembang lebih
buruk. Jika bantuan asing ternyata lebih merugikan daripada
menguntungkan, maka perlu ada restrukturisasi dalam prosedur
bantuan luar negeri, sehingga kebijakan dan insentif dapat lebih
baik terkoordinir untuk mencapai hasil yang diinginkan.
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